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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK IN DONESIA
j NOMOR 107 TAHUN 2006

TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

|
i 7‘ DENGAN RAIIMAT TUHAN YAN G MAMA ESA
B

. PRESIDEN REPUBLIK INDON ES1A,

Menimbang a. balhwa Pegawai Negeri Sipil yang: diangkat dan ditugaskan

secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan
Bermotor, perlu diberikan lunjangan jabatan fungsional yang,

sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;

b. bahwa sclhubuugqn dengan hal tersebuf pada huruf a dan

dalam rangka menihgkatkan kesejahteraan dan produktivitas

ketja Pegawai Negeri S{lpil yang bersa,nglmtan, dipandang
perlu  mengatur 'fllxljaxl;gaxl Jabatan Tungsional Penguji

i . t
Kendaraan Bermotdr den gan Peraturan Presiden;
i
i
I !

Mengingat : 1. Pasal 4 ‘Lyaf (D I;_]I‘ldﬂl']:nglldallg Dasar Negara Republik

Indonesid Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nowmor 3041) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Rcl‘)ublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 890);
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, 3: Peraturan ...
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Menctapkan :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Pcraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 teatang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indepiesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia N();Jn()r 1;098) scbagaimana telah beberapa
kali diubaly llcrakhir déngan.Pcr'lturzm Pemerintah Nomor 66

Tahun 7003 (Lembaran Nogma chubhk' Indonesia Tahun

2005 Nomor; 151)

l
4. Peraturan Pemerintah Nomm 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

JFungsional Begawai Nc;,cu Slpll (Lembaran Negara Republik
Indonesia Fahun 1994 Nomm 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indoncsna Nomor 3547)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian  Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 MNomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia N omor 4263);

0. Keputusah Presiden Nowmor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
i

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN

BERMOTOR.

Pasal 1 ...
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan
Jabatan Tungsional Penguji Kendaraan Bermotor, yang
sclanjutnya -disebul dengan  Tunjangan Penguji  Kendaraan
Bermotor adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan
sccata penuh dalam Jabalan Fungsional Penguji Kendaraan

Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negicri S'pil yang dianékat dan ditugaskan
secara penuh dalam I@batanx Fungsional | Penguji Kendaraan

Bermotor, diberikan runjzu gan Penguji Kendaraan Bermotor
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scliap bulan

l’asal 3

Besarnya tutjangan Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Presiden ini.

Pasal 4 ...
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

Tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

:
sal
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]’cmbcuan tunjangan ngup Kendaraan Bermotor dihentikan
apabila I’cgawal Ncgell Sipil scbagalmana dimaksud dalam
Pasal 2',i dmugkat dalam jabatan struktural atau jabatan
fungsionql lain alau kalcm hal lain yang mengakibatkan

pembcrhh umjangau dthllt]kElll scsual  dengan ketenivan

peraturai pctundan g unddn gau

b

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau
Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik sccara bersama-sama
maupu jsecara senidiri-s"endiri menurut bidang tugasnya masing-

masing. | !

Pasal 7 ...
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Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Difcta'pk%n di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2006
. H :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. .
DR. IH. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

FIAT D
POL UMM AN
~Balinan-s




: PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR * 107 TAHUN 2006

"TANGGAL  : 28 DESEMBER 2006

TUNJ/\NG/\N JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN

BESARNYA
TUNJANGAN

Penguji Kendaraan Bermotor

Penguiji Kehdaraan Bermotor Penyelia
Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutah
Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana

 Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula

Rp 440.000,00

Rp 330.000,00

Rp 225.000,00

Rp 200.000,00
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